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BALINAN 313

| KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- NOMOR 234 /U/1997

TENTANG

2 DEWAN PENYANTUN PADA PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
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METERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang  : baliwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor
' 30 Tahun 1990 dipandang perlu mengatur lebil lanjut mengenai Dewan
Penyantun Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikaih ‘dan
Kebudayaan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

T A i

s .’f

EMengingat ;1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

L 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

i a.  Nomor 44 Tahun 1974; T

b. .. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah

% terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesta Nomor
- 32 Tahun 1997;

¢. % Nomor 96/M Tahun 1993;

- } . MEMUTUSKAN:

enetapkaril : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
¥ . REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN PENYANTUN PADA
PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN °

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

IDatam Kepytusan ini yang dimaksud dengan:
! Perguruan tinggi adalah universitas, institut, sekolah tinggl, politeknik dan akademt di

¢+ lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

i
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2. Dewan penyantun adalah sebuah dewan yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat
diadakan untuk membantu perkembangan perguruan tinggi yang bersangkutan;

3. Pimpinan perguruan tinggi adalah rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi,
direktur politeknik/akademi.

Pasal 2

Dewan penyantun mempunyai tugas:

a.  mengasuh hubungan baik antara masyarakat, instansi pemerintah dan badan swas
dengan perguruan tinggi;

b.  membantu memecahkan permasalahan perguruan tinggi;

membantu pengembangan perguruan tinggi;

menampung aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan

peranan dan pengembangan perguruan tinggi.

a0

Pasal 3

(1) Dewan penyantun dipimpin oleh scorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yangj
dipilih dari antara para anggota, '

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, dewan penyantun dibantu oleh sekretariat yang
dibentuk oleh pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 4

(1) Keanggotaan dewan penyantun terdiri atas:
a.  anggota karena jabatan;
b. anggota dari tokoh masyarakat,

(2) Anggota karena jabatan adalah Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah (DPR/DPRD), dan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah
(MUSPIDA), . '

(3) Jumlah anggota dewan penyantun sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang, dan
sebanyak-banyaknya 21 (duapulul satu) orang. o

Pasal 5

(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan penyantun dilakukan oleh pimpinan
perguruan tinggi setelah mendengar pertimbangan senat perguruan tinggi yang
bersangkutan, - ‘
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tan dewan penyantun 4_(empat)'talmn dan dapat diangkat kembali,

Pasal 6
enyantun hersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam [ (satu) tahun,

cewan penyantun dipiinpin oleh ketua dengan di dampingi olel sekretaris
nyantun.

ib sidang ditetapkan oleh dewan penyanton,

asal 7

geavaan kegiatan dewan penyantun ditangguug oleh perguruan {inggi.
Pasal 8

cnyantun perguruan (inggi yang telah ada pada saat Keputusan ini
n disesuaikan dengan Keputusan ini dan anggotanya yang dianglat dengan
n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan schelum ditetapkannya Keputusan
i yatakan diberbentilkan dengan hormat dengan ucapan terima kasih atas jasanya
Halimanelaksanakan tugas..

ntian anggota dewan penyanfun perguruan finggi sehagabmana dimaksud
At () mniai berlaku pada saat pembentukan/pengangkatan Keanggotaan
nyantun oleh pimpinan pergurnan tinggi yang bersanglutan berdasarkan
RENI{Hisait ini, ' ' . -

. Pasal 9

malai berlakunya  Keputusan ini, Keputusau Menteri Pendidikan  dan
Nomor 0202/0/1984 tentang Dewan Penyantun Universitas/Institut Di



Keputusan ini mulai berlaku pada tanggat ditetaplcan,

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada ;
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Pasal 11

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Septemher 1997 s
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-
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(d,

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Sckretaris Jenderal Departemien Pendidikan dan Kebudayaan,
Inspektur Jenderal Departenen Pendidikan dan Kebuds yaau, ,
Divelktur Jenderal Pendidikan Thiggi, Departemen Pendidikan dan Kehudﬁ&;ﬁ
Kepala Badan Penclitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebuda
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Al
Sckretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan
Penelitian dan  Pengembangan Peadidikan dan Kebudayaan di ling
Departemen Pendidikan dan Kehudayaan, \
Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua  Sckolah  Tinggi, _
Politeknik/Akademi di Hugkungan Departeraen Pendidikan dan Kebudayaan, *
Semua Gubernur Kepala Daciah Tingkat L. P
Komisi VII DIPR-RI,
Badan Pemeriksa Kcuangan,

Kantor Perbendaharaan dan Kag Negara sctempal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Bire Hukum dan Hubungan Masyarakat
partemen Pendidikan dan Kebudayaan

' lfe.!iff\t\u_,i}}& Perundang-undangan,
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